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RINGKASAN 

Hadirnya pengaturan presidential theshold sebagai syarat pencalonan pasangan calon Presiden 

dan Wakil Presiden yang mendasarkan perolehan suara pada pemilu sebelumnya menjadi latar 

belakang dalam penelitan ini. Dalam konteks demokrasi, penting untuk memahami bagaimana 

aturan dan kebijakan pemilihan umum menghormati kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar penggunaan presidential threshold 

berdasarkan perolehan suara pada pemilu sebelumnya dan bagaimana pengaturan presidential 

threshold yang selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini  adalah metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan 

sejarah (historical approach), dalam menjawab tantangan yang dihadapi. Hasil yang 

didapatkan melalui penelitian ini menunjukkan bahwa dasar penggunaan syarat presidential 

threshold dengan perolehan suara pada pemilu sebelumnya adalah dengan lahirnya Putusan 

Mahkamah Konstitusi 14/PUU/XI/2013 yang tidak membatalkan ketentuan yang termuat  

dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008, sehingga membuat perancang undang-undang 

pemilu untuk kemudian melaksanakan semua dari isi putusan tersebut. Yaitu dengan 

melaksanakan pemilihan umum secara serentak dan tetap pemberlakuan sistem presidential 

threshold dan  pengaturan presidential threshold yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat 

adalah yang diterapkan melalui sistem pemilu  berjenjang dimulai dari pemilu legislatif 

kemudian pemilu presiden. Pengaturan sistem pemilu  semacam ini selaras  terhadap cita-cita 

perwakilan yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan telah menyesuaikan dengan 

harapan reformasi yang mengubah konsep kedaulatan rakyat dan menyepakati penerapan 

sistem pemerintahan presidensial. Jika pengaturan ini tetap diterapkan dalam pelaksanaan 

Pemilu serentak, maka presidential threshold sebenarnya justru mendegradasi tujuannya untuk 

memperkuat sistem pemerintahan presidensial.  

Kata Kunci : Presidential Threshold, Suara Sebelumnya,  Kedaulatan Rakyat 
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ABSTRACT 

The presence of the presidential threshold regulation as a requirement for nominating 

presidential and vice-presidential candidates based on the vote results from the previous 

election forms the background of this research. In the context of democracy, it is essential to 

understand how electoral rules and policies respect the sovereignty of the people as a 

fundamental principle. This research aims to analyze the basis for using the presidential 

threshold based on the vote results from the previous election and how the presidential 

threshold regulation aligns with the principle of popular sovereignty. The method used in this 

research is the Normative Juridical method with a statute approach, a conceptual approach, 

and a historical approach to address the challenges faced. The results obtained through this 

research show that the basis for using the presidential threshold requirement with the vote 

results from the previous election is the Constitutional Court Decision 14/PUU/XI/2013, which 

did not annul the provisions contained in Article 9 of Law Number 42 of 2008, thereby 

prompting electoral law drafters to implement all contents of the decision. This includes 

holding simultaneous elections while maintaining the presidential threshold system. The 

presidential threshold regulation that aligns with the principle of popular sovereignty is applied 

through a tiered electoral system starting with the legislative election followed by the 

presidential election. Such an electoral system regulation aligns with the representation ideals 

mandated by the founding fathers and has adjusted to the reform expectations that transformed 

the concept of popular sovereignty and agreed on the implementation of a presidential system 

of government. If this regulation is maintained in the implementation of simultaneous elections, 

the presidential threshold would actually degrade its purpose of strengthening the presidential 

system of government. 

Keywords : Presidential Threshold, Previous Votes, Popular Sovereignty 
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